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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 205/PMK.07/2009
TENTANG
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Perkiraan Alokas Dana Bagi Hasil Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun
Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bes
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
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Menetapkan

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633) sebagaimana
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5075);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dang

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negare
Republik Indonesia Nomor 4575);

. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005

tentang Pedoman Pembayaran Daam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Penerimaan negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh



3 2009, No.472

persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delgpan puluh
persen) untuk daerah.

Pasal 2

Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(DBH BPHTB) sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk

daerah, dibagi dengan rincian sebagai berikut:

a 16% (enam belas persen) untuk proving yang
bersangkutan;

b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota
yang bersangkutan.

Pasal 3

(1) Alokasi DBH BPHTB masing-masing daerah untuk Tahun
Anggaran 2010 merupakan perkiraan.

(2) Perkiraan alokass DBH BPHTB masing-masing daerah
untuk Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan atas rencana penerimaan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2010.

(3) Perkiraan alokass DBH BPHTB bagian daerah secara
keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
sebesar Rp5.914.319.999.994,00 (lima triliun sembilan
ratus empat belas miliar tiga ratus sembilan belas juta
sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan
ratus sembilan puluh empat rupiah).

(4) Perkiraan alokass DBH BPHTB masing-masing daerah
untuk Tahun Anggaran 2010 adalah sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

(1) Penyaluran DBH BPHTB dilakukan berdasarkan realisas
penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
tahun anggaran berjaan.
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(2) Penyaluran DBH BPHTB dilaksanakan secara mingguan.

(3) Penyaluran DBH BPHTB dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mula berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar satigp orang mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini  dengan
penempatannya pada Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 4 Desember 2009

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

padatanggal 4 Desember 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALISAKBAR
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 205/PMK.07/2009 TENTANG
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI
HASIL BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2010

dalam rupiah

DBH BPHTB BAGIAN

NO PROVINSI/IKABUPATEN/KOTA DAERAH

| Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 26.219.004.223
1 Kab. Aceh Barat 457.448.380
2 Kab. Aceh Besar 800.534.666
3 Kab. Aceh Selatan 137.234.514
4 Kab. Aceh Singkil 377.394.914
5 Kab. Aceh Tengah 160.106.933
6 Kab. Aceh Tenggara 114.362.095
7 Kab. Aceh Timur 571.810.476
8 Kab. Aceh Utara 800.534.666
9 Kab. Bireuen 663.300.152
10 Kab. Aceh Pidie 537.501.847
11 Kab. Simeuleu 114.362.095
12 Kota Banda Aceh 1.818.357.312
13 Kota Sabang 137.234.514
14 Kota Langsa 19.644.863.419
15 Kota Lhokseumawe 76.882.720.529
16 Kab. Nagan Raya 343.086.285
17 Kab. Aceh Jaya 68.617.257
18 Kab. Aceh Barat Daya 160.106.933
19 Kab. Gayo Lues 68.617.257
20 Kab. Aceh Tamiang 571.810.476
21 Kab. Bener Meriah 137.234.514
22 Kab. Pidie Jaya 137.234.514
23 Kota Subulussalam 171.543.143
I} Provinsi Sumatera Utara 48.145.663.665
1 Kab. Asahan 3.971.667.637
2 Kab. Dairi 198.548.193
3 Kab. Deli Serdang 27.286.078.679
4 Kab. Karo 2.289.541.522
5 Kab. Labuhan Batu 6.955.955.909
6 Kab. Langkat 1.827.141.308




